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BABI
PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan
pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila
dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan RI
dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terdiri atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap
daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya.

Sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 33 Tahun 2004 dalam rangka
penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran
menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada
dalam tanggungjawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan pelaksanaan
anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
dan Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK) yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui
PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.1  Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun

Anggaran 2022 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai

dengan ketentuan UU No. 17/2003, UU No. 33/2004, PP No 58/2005, PP No. 24/2005.

Sedangkan tujuannya untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan

keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas publik Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Denpasar atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan
dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas
pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana;

b. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

C. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Dinas
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1.2

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi

mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar selaku entitas akuntansi.

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan

pemerintah, antara lain:

a.
b.

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca,
Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun
2005 Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun
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1.3

2005 Nomor 4503);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 25);

j.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

K. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

l.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

M. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem
Akuntansi Pemerintahan;

Nn. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

0. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sistem Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

p. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Denpasar.

Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis
nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus

Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang

diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta

pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas

laporan keuangan.



BABII
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR TARGET KINERJA APBD

2.1 Kebijakan Keuangan
Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus APBD, yang
pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai
kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Kebijakan Umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Denpasar ‘adalah
sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan andalan utama bagi pendapatan daerah,
sedangkan pendapatan dari Pemerintah Pusat yang diperoleh dari bagian daerah atas Dana
Perimbangan menjadi faktor penunjang.

b. Komposisi belanja daerah, didasarkan pada kebutuhan obyektif, efektif dan efisien dengan
tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil optimal,
sesuai dengan prinsip anggaran yang berbasis kinerja.

c. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah
dalam tahun anggaran yang berkenaan harus dimasukkan dalam APBD, sedangkan surplus
penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan defisit
anggaran dapat ditutup dari pembiayaan

d. Disiplin anggaran yang diperhatikan dalam pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang
dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan
merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

2. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya
penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan
yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan
APBD.

e. Asas umum dalam pengelolaan Keuangan Daerah Kota Denpasar yaitu:

1. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang

diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dalam peraturan daerah.



2.2

2. Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola
dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

3. Penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
didanai dari APBD.

4. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan
pendapatan daerah.

5. APBD mempunyai fungsi otorisasi,perencanaan, pengawasan, alokasi,distribusi, dan
stabilisasi.

Kebijakan belanja daerah ditekankan pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
dan upaya memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan. Untuk itu, peningkatan
alokasi anggaran pada jajaran pemerintahan Kota Denpasar terus menjadi perhatian seiring
dengan pendelegasian kewenangan pada unit-unit kerja pemerintahan dimaksud.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dalam sistem pelaporan
keuangan daerah berdasarkan pedoman akuntansi pemerintah sebagai entitas akuntansi
memiliki kewajiban melaporkan kegiatan yang bersumber dari APBD Pemerintah Kota
Denpasar tahun 2022.

Pada sisi belanja daerah, dibedakan antara belanja tidak langsung dan belanja
langsung. Anggaran Belanja pada OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Denpasar Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 108.953.619.480,00 terbagi Belanja Operasi
Rp. 105.547.219.480,00 dan Belanja Modal Rp. 3.406.400.000,00.

Pada sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Daerah, Anggaran pada tahun
2022 sebesar Rp 2.000.000.000,00.

Indikator pencapaian target kinerja APBD
Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dalam konteks penganggaran berdasar
Permendagri Nomor: 13 tahun 2006 pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok
dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
1. Non Program

Belanja Pegawai dengan anggaran 2022 setelah perubahan sebesar Rp 22.102.516.900,00
terealisasi sebesar Rp 21.627.185.551,00 atau 97,85%



2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan dengan anggaran 2022 setelah perubahan sebesar Rp 800.123.166,00
terealisasi sebesar Rp 604.134.480,00 atau 75,51%

2.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kegiatan dengan anggaran 2022 setelah perubahan sebesar Rp 18.379.534,00
terealisasi Rp 16.680.230,00 atau 90,75%

2.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan dengan anggaran 2022 setelah perubahan sebesar Rp 53.065.050,00
terealisasi Rp 45.647.930,00 atau 86,02%

2.4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan dengan anggaran 2022 setelah perubahan sebesar Rp 115.778.000,00
terealisasi Rp 46.798.136,00 atau 40,42%

2.5 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan dengan anggaran 2022 setelah perubahan sebesar Rp 375.960.676,00
terealisasi Rp 263.539.800,00 atau 70,10%

2.6 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan dengan anggaran 2022 setelah perubahan sebesar Rp 33.598.012.270,00
terealisasi Rp 31.284.723.585,00 atau 93,11%

2.7 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kegiatan dengan anggaran 2022 setelah perubahan sebesar Rp 25.800.000,00
terealisasi Rp 16.232.400,00 atau 62,92%

2.8 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan dengan anggaran 2022 setelah perubahan sebesar Rp 662.500.000,00
terealisasi Rp 408.094.070,00 atau 61,60%

2.9 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



Kegiatan dengan anggaran 2022 setelah perubahan sebesar Rp150.000.000,00
terealisasi Rp 149.017.434,00 atau 99,34%
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

3.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Kegiatan dengan anggaran 2022 setelah perubahan sebesar Rp 102.737.434,00
terealisasi Rp 75.711.434,00 atau 73,69%
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

4.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kegiatan dengan anggaran 2022 setelah perubahan sebesar Rp 3.678.758.190,00
terealisasi Rp 3.105.113.840,00 atau 84,41%
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

5.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan
dan/atau Izin PPLH

Kegiatan dengan anggaran 2022 setelah perubahan sebesar Rp 33.064.760,00
terealisasi Rp 22.454.716,00 atau 67,91%

Program Pengelolaan Persampahan

6.1 Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan,
Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota

Kegiatan dengan anggaran 2022 setelah perubahan sebesar Rp 12.300.540.900,00
terealisasi Rp 2.608.108.555,00 atau 21,20%

6.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Persampahan

Kegiatan dengan anggaran 2022 setelah perubahan sebesar Rp 31.474.286.850,00
terealisasi Rp 22.944.159.065,00 atau 72,90%

6.3 Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan

Kegiatan dengan anggaran 2022 setelah perubahan sebesar Rp 267.095.750,00
terealisasi Rp 233.476.430,00 atau 87,41%
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6.4 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Kegiatan dengan anggaran 2022 setelah perubahan sebesar Rp 3.195.000.000,00
terealisasi Rp 2.770.500.000,00 atau 86,71%

Ditinjau dari konteks PP 24 Tahun 2005 terkait penyajian laporan keuangan sesuai SAP,
target dan realisasi keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun
Anggaran 2022 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Realisasi belanja lebih rendah dari anggarannya sebesar Rp 22.732.041.824,00 yaitu dari
anggaran setelah perubahan sebesar Rp 108.953.619.480,00 terealisasi sebesar Rp
86.221.577.656,00 atau 80,34%
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BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan strategis yang terkait dengan aspek keuangan antara lain bermakna bahwa
Pemerintah Kota Denpasar hendak meningkatkan kemandirian daerah dalam mendanai
kebutuhan belanja melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain dari dana PAD, APBD
juga didukung oleh beberapa pendanaan provinsi dan pusat seperti Dana Insentif Daerah
(DID), Dana Alokasi Khusus (DAK) , Dana Bagi Hasil dan Dana Transfer Umum.

OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar memperoleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 secara keseluruhan
sebesar Rp. 110.953.619.480,00 yang terdiri dari :

No Uraian Anggaran (Rp.)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2.000.000.000,00

2 Belanja Operasi 105.547.219.480,00
Belanja Modal 3.406.400.000,00
Surplus/(Defisit) 110.953.619.480,00

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh OPD Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022 Nomor
2.00.03.01 sebesar Rp. 110.953.619.480,00 terdiri dari Target Pendapatan Asli Daerah
(PAD) sebesar Rp 2.000.000.000,00, Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp.
105.547.219.480,00, dan Belanja Modal sebesar Rp 3.406.400.000,00.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kota Denpasar sampai 31 Desember 2022 dapat dirinci sebagai berikut:
Realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Denpasar selama tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut :

Anggaran Realisasi
No Uraian e %
Rp Rp
1 2 3 4 5=(4/3x100)
1 | Pendapatan Asli 2.000.000.000,00 1.977.008.105,00 98,85
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atas Belanja Operasi

Daerah (PAD)

2 | Belanja 108.953.619.480,00 86.221.577.656,00 79,14
- Belanja Operasi 105.547.219.480,00 83.304.684.656,00 78,93
- Belanja Modal 3.406.400.000,00 2.916.893.000,00 85,63
Surplus/(Defisit) (106.953.619.480,00) | (84.244.569.551,00) 78,77

Realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp. 1.977.008.105,00 atau 98,85% dari
target anggaran yang sudah ditetapkan. Sedangkan untuk realisasi anggaran belanja yang terdiri

sebesar Rp 83.304.684.656,00 dan Belanja Modal

sebesar

Rp

2.916.893.000,00. Adapun jumlah anggaran belanja yang dapat diserap selama tahun anggaran

2022 adalah sebesar 79.14 % yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO NAMA SUB KEGIATAN gl xS REALISASI %
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 22.102.516.900,00 | 21.627.185.551,00 97,85
2 Ezggrdiaan Peralatan dan Perlengkapan 800.123.166,00 604.134.480,00| 75,51
3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.379.534,00 16.680.230,00 | 190,75
4 | Penyediaan Barang Cetakan dan 53.065.050,00 45.647.930,00| 86,02
Penggandaan
5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 115.778.000,00 46.798.136,00 40,42
Konsultasi SKPD
g | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 375.960.676,00|  263.539.800,00| 70,10
Daya Air dan Listrik
7 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 33.598.012.270,00 | 31.284.723.585,00| 93,11
Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
g | Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 25.800.000,00 16.232.400,00| 62,92
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
9 Pe.meliharaan Peralatan dan Mesin 662.500.000,00 408.094.070.00 61,60
Lainnya
10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 150.000.000,00 149.017.434,00| 99,34
dan Bangunan Lainnya
11 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan 102.737.434,00 75.711.434,00| 73,69

Hidup Kabupaten/Kota
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12

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

3.678.758.190,00

3.105.113.840,00

84,41

13

Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan
Kewajiban lzin Lingkungan dan/atau izin
PPLH

33.064.760

22.454.716

67,91

14

Penanganan Sampah dengan melakukan
Pemilahan, Pengumpulan,
Pengangkutan, Pengolahan, dan
Pemrosesan Akhir Sampah di
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

12.300.540.900

2.608.108.555

21,20

15

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan
Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Persampahan

31.474.286.850

22.944.159.065

72,90

16

Penyusunan Kebijakan Kerjasama
Pengelolaan Persampahan

267.095.750

233.476.430

87,41

17

Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Persampahan di
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

3.195.000.000

2.770.500.000

86,71

TOTAL

108.953.619.480,00

86.221.577.656,00

79,14

3.2

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target

Secara umum hambatan dan kendala dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar terkait realisasi
pencapaian target yang telah ditetapkan hampir tidak ada.
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4.1

4.2

BAB 1V
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas
akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan
laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan menyajikan
klasifikasi pendapatan dan beban menurut jenis pendapatan disajikan dalam Laporan
Operasional, sedangkan belanja diklasifikasi menurut jenis belanja dalam laporan realiasi
anggaran.
Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang berkewajiban
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada
Entitas Pelaporan.

Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan OPD

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan
sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan
harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, sesuai dengan PP No.71 tahun
2010 tentang penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah. Dimana
laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode
sebelumnya. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 Laporan
keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi
yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Basis Akuntansi menentukan  asumsi-asumsi yang dipakai dalam melakukan
pencatatan dan pelaporan kapan transaksi dan peristiwa yang terjadi diakui dan seberapa
besar nilainya. Adapun Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
Kota Denpasar Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

a. Basis Kas (cash basis) digunakan untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran dan Arus
Kas Pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah dan belanja
diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

b. Basis Akrual (accrual basis) untuk penyusunan Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan
Perubahan Ekuitas, dimana aset dan kewajiban serta ekuitas dana diakui dan dicatat pada
saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian tanpa memperhatikan saat kas atau
setara kas diterima atau dibayar.
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4.3

4.4

Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan OPD
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan

setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan

menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang

menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata

uang rupiah.

Basis akrual mengakui transaksi pada saat terjadi dan mempunyai fokus pengukuran

pada semua sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, neraca yang dibuat dengan basis

akrual akan melaporkan semua kekayaan,utang, dan ekuitas dana yang dimiliki, baik yang

bersifat lancar maupun tidak lancar.

Penerapan Kebijakan Akuntansi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

Penerapan kebijakan Akuntansi pada OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kota Denpasar mengacu pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 72 Tahun 2022

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan

Keuangan OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar adalah sebagai

berikut:

4.4.1 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme
fangsung (LS)

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan
oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang
persediaan (GU/Nihil) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa
BUD.

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomifjenis belanja dan selanjutnya
klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.
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4.4.2 Beban

e Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

o Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset;
terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

¢ Beban disajikan menurut kiasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya
klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan.

4.4.3 Aset
e Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka
Panjang dan Aset Lainnya.

a) Aset Lancar

e Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera
untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12
(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

¢ Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.

¢ Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan
hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang
dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam
waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

« Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal
neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila dipercleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh
dengan cara lainnya
b) Investasi

¢ Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh
manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti atau amnfaat
sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah
daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

¢ Investasi diklasifikasikan berdasarkan jangka waktunya, vyaitu

investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
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e Dana bergulir diklasifikasikan ke dalam Investasi Jangka Panjang
Non Permanen

c) Aset Tetap

o Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan atau dimaksudkan
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

o Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan
fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap
adalah sebagai berikut :

- Tanah

- Peralatan dan Mesin

- Gedung dan Bangunan

- Jalan, Irigasi dan Jaringan

- Aset Tetap Lainnya

- Konstruksi dalam Pengerjaan

d) Aset Lainnya
¢ Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap,
dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah
Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain
o Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan
tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan
lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
¢ Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari
penggunaan operasional entitas
e) Pendapatan LRA dan Pendapatan LO
e Pendapatan LRA adalah Semua penerimaan rekening kas umum
daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak
pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
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¢ Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak periu dibayar kembali

4.4.4 Ekuitas
o Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam
satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam
Laporan Perubahan Ekuitas
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5.1

BABYV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Denpasar meliputi Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan, dengan realisasi tahun
2022 adalah sebesar Rp 1.977.008.105,00 atau 98,85% dari anggaran belanja sebesar Rp
2.000.000.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai
berikut :

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Asli Daerah (PAD) TA 2022

2022 2021

URAIAN

Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

Pendapatan Asli

2.000.000.000,00| 1.977.008.105,00 | 98,85
Daerah (PAD)

2.787.035.000,00

Retribusi Rumah
2.000.000.000,00| 1.977.008.105,00 | 98,85| 2.787.035.000,00

Potong Hewan

5.1.2 Belanja

Realisasi Belanja OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
pada TA 2022 adalah sebesar Rp. 86.221.577.656,00 atau 79,14% dari anggaran belanja
sebesar Rp. 108.953.619.480,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah

sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

2022
AN Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Belanja Operasi 105.547.219.480,00 | 83.304.684.656,00| 78,93
Belanja Pegawai 22.108.516.900,00 | 21.627.185.551,00| 97,82




Belanja Barang dan Jasa 82.895.315.380,00| 61.134.111.905,00| 73,75
Belanja Hibah 543.387.200,00 543.387.200,00 | 100,00
Belanja Modal 3.406.400.000,00| 2.916.893.000,00| 85,63

Total 108.953.619.480,00 | 86.221.577.656,00| 79,14

Dibandingkan dengan TA 2021, Realisasi Belanja TA 2022 mengalami kenaikan

sebesar 9,49% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Perbandingan
realisasi belanja TA 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021

URAIAN Realisasi Belanja (Rp) Naik/Turun
2022 2021 Rp %
Belanja Operasi 83.304.684.656,00 | 77.452.102.865,00| 5.852.581.791,00| 7,03
Jzz':nja Barang dan 61.134.111.905,00 | 54.370.707.702,00| 6763.404.203.00| 11,06
Belanja Hibah 543.387.200,00 112.400.000,00 430.987.200,00| 79,31
Belanja Modal 2.916.893.000,00 584.767.160,00| 2.332.125.840,00| 79.95
Total | 86.221.577.656,00 | 78.036.870.025,00| 8.184.707.631,00| 9,49
5:1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

Denpasar meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah
dengan realisasi tahun 2022 Rp. 83.304.684.656,00 dengan rincian sebagai berikut:

1). Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar
Rp. 21.627.185.551,00 dan Rp. 22.968.995.163,00. Realisasi belanja Pegawai TA 2022

mengalami penurunan sebesar 6,20% dari TA 2021.
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Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021

Realisasi Belanja Pegawai (Rp) Naik / Turun
URAIAN 2022 2021 Rp %

Gaji Pokok PNS/ Uang 8.209.679.760,00 | 8.501.837.880,00 | (292.158.120,00)| (3,56)
Representasi ' '
Tunjangan Keluarga 849.314.374,00 850.068.564,00 (754.190,00)|  (0,09)
Tunjangan Jabatan 135.030.000,00 |  174.130.000,00 |  (39.100.000,00) | (28,96)
Tunjangan Fungsional 86.410.000,00 0,00 86.410.000,00 | 100,00
TunjsnganiFukigsiotial 431.695.000,00 | 462.240.000,00 | (30.545.000,00)|  (7,08)
Umum ’ ’ : -
Tunjangan Beras 568.569.420,00 596.885.640,00 (28.316.220,00) |  (4,98)
iADlEneani i angan 43.096.168,00 15.018.289,00 28.077.879| 65,15
Khusus ) ' : ' ’ K
Pembulatan Gaiji 116.748,00 132.135,00 (15.387,00) | (13,18)
luran Jaminan Kesehatan 332.675.603,00 342.475.718,00 (9.800.115,00) |  (2,95)
luran Kecelakaan Kerja 16.890.784,00 17.432.313,00 (541.529,00) |  (3,21)
luran Jaminan Kematian 50.672.399,00 52.297.140,00 (1.624.741,00)|  (3,21)
Tambahan Penghasilan 10.900.035.295,00 | 11.953.477.484,00 | (1.053.442.189,00)|  (9,66)
berdasarkan beban kerja
Belanja Honorarium 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Total 21.627.185.551,00 | 22.968.995.163,00 | (1.341.809.612,00) | (6,20)

2). Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing
sebesar Rp. 61.134.111.905,00 dan Rp. 54.370.707.702,00. Realisasi belanja Barang
dan Jasa TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 11,06% dibandingkan Realisasi
Belanja Barang dan Jasa TA 2021. Rincian Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada

tabel berikut :




Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021

Realisasi Belanja Barang

Naik / Turun
NO URAIAN dan Jasa (Rp)
2022 2021 Rp %
1 | Belanja Barang 26.895.296.003,00 | 19.093.979.281,00 | 7.801.316.722,00 29,01
2 | Belanja Jasa 31.595.478.629,00 | 32.489.694.278,00 | (894.215.649,00) (2,83)
3 | Belanja Pemeliharaan 1.804.195.974,00 | 1.848.469.143,00 | (44.273.169,00)|  (2,45)
4 | Belanja Perjalanan Dinas 106.170.041,00 0,00 | 106.170.041,00 100,00
Belanja Uang dan/atau Jasa
untuk Diberikan kepada 0.00 (205.593.742,00) (28,05)
5 | Pihak Ketiga/Pihak 732.971.258,00 |  938.565.000,
Lain/Masyarakat
Total 61.134.111.905,00 | 54.370.707.702,00 6.763.404.203 11,06

3) Belanja Hibah

Realisasi belanja Hibah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan TA 2022
adalah sebesar Rp. 543.387.00,00 dari jumlah anggaran Rp. 543.387.00,00 yang atas
Hibah Barang dan Hibah Uang.

Kegiatan

2022

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga

Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial

Kemasyarakatan

543.387.200,00

543.387.200,00

Total

543.387.200,00

543.387.200,00

5.1.2.2

Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar
Rp. 2.916.893.000,00 dan Rp. 584.767.160,00. Realisasi belanja Modal TA 2022
mengalami kenaikan sebesar 79,95% dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2021.

Realisasi belanja modal TA 2022 karen ada penambahan pembelian Whell Loader,
Dump Truck, Bak Truk, Mesin Chainsaw, dan Alat Rumah Tangga.




Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

Realisasi Belanja Modal (Rp) Naik/Turun
URAIAN
2022 2021 Rp %
BelanjaModal | 5 946 893000,00 | 561.155.000,00 | 2.355.738.000,00| 80,76
Peralatan dan Mesin
Belanja Modal
Gedung dan 0,00 0,00 0,00 0,00
Bangunan
- dlan; frigasiidan 0,00| 23.612.160,00| (23.612.160,00)| (100,00)
Jaringan
Total Belanja Modal 2.916.893.000,00 | 584.767.160,00 | 2.332.125.840,00 79.95

Berikut rincian realisasi belanja modal TA 2022 OPD Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Denpasar :

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2022

Realisasi
URAIAN Anggaran Rp o

BELANJA MODAL 3.406.400.000,00 | 2.916.893.000,00 | 85,63
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.406.400.000,00 | 2.916.893.000,00 | 85,63
Belanja Modal Alat Besar 1.850.000.000,00 | 1.430.000.000,00 77,30_
Belanja Modal Alat Angkutan 1.245.000.000,00 | 1.240.500.000,00 | 99,64
Belanja Modal Alat Bengkel Dan Alat Ukur 108.000.000,00 73.038.000,00 | 67,63
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 25.000.000,00 9.950.000,00 | 39,80
SRS e s Romunikasi aan 48.000.000,00 |  46.700.000,00 | 97,29
Belanja Modal Komputer 130.400.000,00 116.705.000,00 | 89,50
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 | 0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 0,00 | 0,00

Total Belanja Modal 3.406.400.000,00 | 2.916.893.000,00 | 85,63

5.2 Pos-pos Neraca

5.2.1 Aset

Saldo Aset OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar per 31
Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 194.972.113.489,21
dan Rp. 195.404.158.885,53 dengan rincian sebagai berikut:
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Tabel Rincian Aset TA 2022 dan 2021

URAIAN

Tahun 2022 (Rp)

Tahun 2021 (Rp)

Aset Lancar

2.587.962.721,21

2.340.675.769,33

Aset Tetap 192.384.150.768,00 | 193.063.483.116,20
Aset Lainnya 0,00 0,00
Total Aset 194.972.113.489,21 | 195.404.158.885,53

5.2.21 Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing
sebesar Rp. 2.587.962.721,21 dan Rp. 2.340.675.769,33 . Aset Lancar pada tabel 9
tersusun dari persediaan .

Tabel Rincian Aset Lancar TA 2022 dan 2021

URAIAN

Tahun 2022 (Rp)

Tahun 2021 (Rp)

Aset Lancar

Kas di Bendahara Pengeluaran

0,00

0,00

Kas di Bendahara Penerimaan

443.000,00

531.000,00

Piutang Retribusi

149.729.000,00

228.265.000,00

Penyisihan Piutang Retribusi

(43.682.895,00)

(44.075.575,00)

Biaya Asuransi Dibayar Dimuka

91.483.333,33

91.483.333,33

Persediaan 2.389.990.282,88 2.064.472.011,00
-ATK 6.474.995,38 5.952.000,00
-Alat/Bahan Listrik 1.061.160,00 0,00
-BBM 758.774.030,00 397.263.100,00
-Alat/Bahan Perabot Kantor 64.626.500,00 510.300,00
-Cetak 2.503.020,00 1.400.000,00
-Suku Cadang 889.188.677,50 554.191.900,00
-Alat/Bahan Komputer 42.000,00 642.000,00
-Alat/Bahan Benda Pos 200.000,00 855.000,00
-Suvernir/Cendera Mata 3.496.500,00 112.400.000,00

-Bahan/Alat Kantor Lainnya (Alat Kerja)

663.623.400,00

991.257.711,00

Jumlah Aset Lancar

2.587.962.721,21

2.340.675.769,33
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5.2.2.2
Nilai

Aset Tetap per 31

Aset Tetap

Desember 2022 dan 2021

tersaji

sebesar

Rp.

192.384.150.768,00 dan Rp. 193.063.483.116,20. Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2022
dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Aset Tetap TA 2022 dan 2021

URAIAN

Tahun 2021 (Rp)

Mutasi Keluar
(Rp)

Mutasi tambah
(Rp)

Tahun 2022 (Rp)

Aset Tetap

Tanah

170.993.250.000,00

2.090.000.000,00

173.083.250.000,00

Peralatan dan Mesin

78.265.219.514,20

2.916.893.000,00

81.182.112.514,20

Gedung dan
Bangunan

2.891.118.284,00

2.891.118.284,00

Jalan, Irigasi, dan
Jaringan

339.863.040,00

339.863.040,00

Aset Tetap Lainnya

4.753.261.200,00

4.753.261.200,00

Konstruksi Dalam

; 0,00 0,00
Pengerjaan
Akumulasi (64.179.228.922,00) 5.686.225.348,20 | (69.865.454.270,20)
Penyusutan

Jumlah Aset Tetap

193.063.483.116,20

192.384.150.768,00

Terdapat mutasi berupa penambahan dan pengurangan barang inventaris dari

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Denpasar sebagai berikut :

a) Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah mengalami perubahan yaitu per 31 Desember
2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 173.083.250.000,00 dan Rp.
170.993.250.000,00.

b) Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021
masing-masing adalah Rp. 2.916.893.000,00 dan Rp. 561.155.000,00.

Tabel Rincian Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2022

URAIAN

Tahun 2022 (Rp)

Mutasi Bersih
(Rp)

Tahun 2021 (Rp)

Peralatan dan Mesin

Alat-Alat Besar

1.430.000.000,00

1.228.590.000,00

201.410.000,00

Alat-Alat Angkutan

1.240.500.000,00

1.111.800.000,00

128.700.000,00
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3':‘; Bengkel dan.Alat 73.038.000,00|  (99.662.000,00)| 172.700.000,00
il RahalECan S RH A 9.950.000,00 (9.410.000,00)|  19.360.000,00
Tangga

Alat Studio dan Alat

Komunikasi

46.700.000,00

40.975.000,00

5.725.000,00

Alat Komputer

116.705.000,00

83.445.000,00

33.260.000,00

Jumlah Peralatan dan
Mesin

2.916.893.000,00

2.355.738.000,00

561.155.000,00

b.1) Alat-alat Besar

Saldo aset alat-alat besar per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing
adalah Rp. 1.430.000.000,00 dan Rp. 201.410.000,00. Terdapat mutasi tambah
yang berasal dari belanja modal yang digolongkan sebagai alat-alat besar pada
OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar TA 2022 sebesar Rp.
1.228.590.000,00

b.2) Alat-alat Angkutan

Saldo aset alat-alat angkutan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-
masing adalah Rp. 1.240.500.000,00 dan Rp. 128.700.000,00. Terdapat mutasi
tambah yang berasal dari belanja modal yang digolongkan sebagai alat-alat
angkutan pada OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar TA
2022 sebesar Rp. 1.111.800.000,00

b.3) Alat Bengkel dan Alat Ukur

Saldo aset alat bengkel dan alat ukur per 31 Desember 2022 dan 2021
masing-masing adalah Rp. 73.038.000,00 dan Rp. 172.700.000,00. Terdapat mutasi
kurang yang berasal dari belanja modal yang digolongkan sebagai alat bengkel dan
alat ukur pada OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar TA
2022 sebesar Rp. 99.662.000,00

b.4) Alat Kantor dan Rumah Tangga

Saldo aset alat kantor dan rumah tangga per 31 Desember 2022 dan 2021
masing-masing adalah Rp. 9.950.000,00 dan Rp19.360.000,00. Terdapat mutasi
kurang yang berasal dari belanja modal yang digolongkan sebagai alat kantor dan
rumah tangga pada OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
TA 2022 sebesar Rp. 9.410.000,00.
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b.5) Alat Studio dan Alat Komunikasi

Saldo aset alat studio dan komunikasi per 31 Desember 2022 dan 2021
masing-masing adalah Rp. 46.700.000,00 dan Rp. 5.725.000,00. Terdapat mutasi
tambah yang berasal dari belanja modal yang digolongkan sebagai alat studio dan
komunikasi pada OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar TA
2022 sebesar Rp. 40.975.000,00

b.6) Alat Komputer

Saldo aset alat komputer per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing
adalah Rp. 116.705.000,00 dan Rp. 33.260.000,00. Terdapat mutasi tambah yang
berasal dari belanja modal yang digolongkan sebagai alat komputer pada OPD
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar TA 2022 sebesar Rp.
83.445.000,00

¢) Gedung dan Bangunan
Nilai Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021
masing-masing adalah sebesar Rp. 0.00 dan Rp. 0,00.

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan
2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0.00 dan Rp. 23.612.160,00. Terdapat mutasi
kurang yang berasal dari belanja modal yang digolongkan sebagai Jalan, Irigasi dan
Jaringan pada OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar TA 2022
sebesar Rp. 0,00.

e) Aset Tetap Lainnya
Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah
sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

f) Akumulasi Penyusutan

Saldo akumulasi penyusutan mengalami perubahan yaitu per 31 Desember 2022
dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. (69.876.596.610,20) dan Rp.
(64.179.228.922,00).
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5.3

5.2.2.3 Aset Lainnya
Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 tersaji sebesar Rp. 0,00
dan Rp. 0,00. Aset Lainnya yang tersaji merupakan penjumlahan dari asset lain-lain dan

asset tak berwujud dikurangi akumulasi.

5.2.3 Kewajiban

Nilai Kewajiban OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 595.192.450,00
dan Rp 254.154.522,00. Jumlah kewajiban untuk Tahun 2022 terdiri atas Hutang Belanja
Pegawai terdiri dari : Kekurangan Naik Pangkat sebesar Rp. 16.658.597,00, Hutang Belanja
. Suku Cadang sebesar Rp. 11.419.900,00, Hutang Belanja
Barang/Jasa terdiri dari : Listrik sebesar Rp. 18.804.835,00, Telepon sebesar Rp.
941.318,00, Air sebesar Rp. 1.926.250,00, Jasa Servis sebesar Rp. 545.441.550.

Persediaan terdiri dari

5.2.4 Ekuitas
Nilai Ekuitas OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar per 31
Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 194.376.960.122,21
dan Rp. 195.150.004.363,53. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan

selisih antara aset dan kewajiban.

Pos-pos Laporan Operasional
Beban Operasi OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
meliputi Beban Pegawai dan Beban Barang dan Jasa, dengan realisasi TA 2022 dan 2021
masing-masing Rp. 83.320.165.229,12 dan Rp. 78.782.544.785,00 dengan rincian sebagai
berikut :
Tabel Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021

URAIAN Realisasi (Rp) Naik/Turun
2022 2021 Rp %

Beban Operasi

Beban Pegawai 21.643.263.547,00 22.969.536.681,00 | (1.326.273.134,00) (6,13)
> Beban Barang dan | 61.021.114.482,12 55.788.153.504,00| 5.232.960.978,12 8,58

aé:ban Hibah 655.787.200,00 0,00 655.787.200,00 0,00

Beban Lain-lain 0.00 24.854.600.00 (24.854.600.00) 0.00
Total Beban Operasi | 83.320.165.229,12| 78.782.544.785,00 | 4.537.620.444,12 5,45
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5.3.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.
21.643.263.547,00 dan Rp. 22.969.536.681,00, seperti terlihat pada table di bawah ini :

Tabel Perbandingan Beban Pegawai TA 2022 dan 2021

URAIAN Realisasi (Rp) Naik/Turun
2022 2021 Rp %

Beban Pegawai
Beban Gaji dan 10.740.228.252,00 | 11.013.059.197,00| (272.830.945,00)| (2,54)
Tunjangan
Beban Tambahan 10.900.035.295,00 | 11.953.477.484,00 | (1.053.442.189,00)| (9,66)
Penghasilan PNS
Bahen Honaratin 3,000,000.00 3,000,000.00 0,00] 0,00

Total | 21.643.263.547,00 | 22.969.536.681,00 | (1.326.273.134,00) | (6,13)

5.3.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.
61.021.114.482,12 dan Rp. 55.788.153.504.00, seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Perbandingan Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021

URAIAN Realisasi Beban Barang dan Jasa (Rp) Naik/Turun
2022 2021 Rp %

Beban Barang Pakal | 56.326.416.131,12 | 20.813.718.865,00 | 5.512.697.266,12| 20,94
Beban Jasa 31.597.888.778,00 | 32.492.602.146,00 | (894.713.368,00)| (2,83)
Beban

714.400.781,00| 31,64
Boc bk 2.257.668.274,00 | 1.543.267.493,00
g?nzasn Perjalanan 106.170.041.00 0.00| 106.170.041.00{ 0,00
Beban Uang
dan/atau Jasa untuk
Diberikan kepada 732.971.258,00 938.565.000,00 | (205.593.742,00)( (28,05)
Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat
TotatBpban 61.021.114.482,12 | 55.788.153.504.00 | 5.232.960.978,12 | 8,58

Barang dan Jasa
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5.4

Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
Nilai Ekuitas OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar untuk
TA 2022 dan 2021 masing-masing Rp. 194.376.960.122,21 dan Rp. 195.150.004.363,53

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Nilai Ekuitas TA 2022 dan 2021
2022 (Rp)

=<
o

Uraian 2021 (Rp)

202.204.071.702,03

Ekuitas Awal

195.150.004.363,53

Surplus (Defisit) LO

(87.107.525.792,32)

(81.890.839.363,50)

RK. PPKD

84.244.481.551,00

75.248.927.025,00

Koreksi Lain-lain

Koreksi Aset Tetap Tanah

Koreksi Gedung dan
Bangunan

Koreksi Kas Setara Kas

Koreksi Barang Masuk
Antar OPD

Koreksi Barang Keluar
Antar OPD

Koreksi Akumulasi
Penyusutan Aset Tetap
Lainnya

Ekuitas Akhir

0 N g s WN =

2.090.000.000,00

(412.155.000,00)

[{=}

-
o

194.376.960.122,21 | 195.150.004.363,53

5.4.1 Ekuitas Awal
Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar Rp. 195.150.004.363,53. Nilai ini
merupakan nilai akhir ekuitas per 31 Desember 2021.
5.4.2 Surplus (Defisit) LO
Nilai Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022
sebesar Rp. (87.107.525.792,32). Defisit LO merupakan selisih kurang antara jumlah
pendapatan di LO dengan jumlah beban.
5.4.3 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31
194.376.960.122,21.

Desember 2022 adalah sebesar Rp.
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BAB VI
PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2022 yang terdiri dari Neraca, LRA \LO, LPE dan Catatan Atas
Laporan Keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran
Induk dan Perubahan Tahun 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
dengan menyajikan informasi mengenai posisi sumber daya, kewajiban, dan ekuitas dana
pemerintah sesuai dengan aturan dan standar akuntansi yang berlaku, sehingga nantinya laporan
keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau
dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Dalam penyusunan CALK ini, dapat ditarik kesimpulan
bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dalam pelaksanaan seuai dengan target

yang telah ditetapkan.

Denpasar, 31 Desember 2022
_Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan

o Ay
PN fg;__;’}__J-thgrmhan Kofa Denpasar
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